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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara 
mendalam pola-pola korupsi yang terjadi, mengidentifikasi 
kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian internal, dan 
mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam menangani 
kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan fokus menganalisis kasus korupsi di Indonesia, 
khususnya terkait dampak hukum dan ekonomi dari 
penyimpangan anggaran dan proyek publik. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, 
khususnya pada penyimpangan anggaran dan proyek-proyek 
publik, memberikan dampak yang signifikan baik secara hukum 
maupun ekonomi. Dalam studi kasus penelitian terungkap 
bahwa korupsi yang melibatkan tiga tersangka Bank B dan 
proyek besar seperti proyek C dan proyek PT A mengakibatkan 
kerugian finansial yang besar sehingga berpotensi mengganggu 
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. 
Kata kunci: Korupsi, Proyek, Dampak Hukum, Dampak 
Ekonomi 
 
ABSTRACT 

This research aims to analyze in depth the patterns of corruption 
that occur, identify weaknesses in the internal supervision and control 
system, and evaluate the effectiveness of law enforcement in handling 
these cases. This research uses a qualitative approach with a focus on 
analyzing corruption cases in Indonesia, especially related to the legal 
and economic impacts of budget irregularities and public projects. The 
results of this research show that corruption cases that occur in 
Indonesia, especially in budget irregularities and public projects, have a 
significant impact both legally and economically. In the research case 
study, it was revealed that corruption involving three Bank B suspects 
and large projects such as Project C and PT A projects resulted in large 
financial losses, which had the potential to disrupt infrastructure 
development and public services. 
Keyword: Corruption, Projects, Legal Impact, Economic Impact 
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PENDAHULUAN 

Korupsi telah menjadi permasalahan sistemik yang mengakar dalam berbagai sektor 
pembangunan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus korupsi berskala 
besar telah terungkap, menunjukkan kompleksitas dan luasnya dampak tindak pidana korupsi 
terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.  

Tahun 2024 menjadi tahun yang signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia 
dengan terungkapnya beberapa kasus besar yang melibatkan proyek-proyek strategis nasional 
dan internasional. Tiga kasus yang menjadi sorotan publik adalah kasus korupsi Bank B, proyek 
C senilai Rp 1,3 triliun, dan proyek PT A. Lebih jauh lagi, kasus korupsi proyek PT A 
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menunjukkan bahwa praktik korupsi telah menembus batas teritorial dan berpotensi mencoreng 
reputasi Indonesia di kancah internasional (Faizal & Hartik, 2024). Hal ini menjadi preseden 
buruk bagi upaya ekspansi bisnis BUMN Indonesia ke pasar global dan dapat mempengaruhi 
kepercayaan investor internasional. 

Kasus Bank B yang menyebabkan tiga tersangka ditahan oleh lembaga penegak hukum 
menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di level nasional tetapi juga merambah 
hingga tingkat daerah (Damayanti, 2024). Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan 
pengawasan dan penegakan hukum di tingkat regional untuk mencegah kebocoran anggaran 
publik. 

Sementara itu, kasus korupsi proyek C senilai Rp 1,3 triliun merepresentasikan bagaimana 
proyek infrastruktur strategis nasional rentan terhadap praktik korupsi (Agustina et al., 2024). 
Kasus ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara secara finansial, tetapi juga menghambat 
pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan 
ekonomi daerah. 

Ketiga kasus tersebut memiliki karakteristik dan modus operandi yang berbeda, namun 
semuanya menggambarkan kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia yang melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat publik, pelaku bisnis, hingga aparatur 
penegak hukum. Pola-pola penyimpangan anggaran yang terjadi mencakup mark-up anggaran, 
penggelapan dana, hingga manipulasi dokumen proyek. Dampak dari tindakan korupsi ini 
bersifat multidimensi, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat 
pembangunan ekonomi, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan ketimpangan 
sosial. Dari perspektif ekonomi, korupsi mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya, distorsi 
pasar, dan penurunan daya saing nasional. Sementara dari sisi hukum, kasus-kasus ini menguji 
efektivitas sistem peradilan dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam memberantas 
korupsi. 

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam pola-pola korupsi 
yang terjadi, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal, 
serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Hasil 
analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem dan 
penguatan upaya pencegahan korupsi di masa mendatang. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Korupsi 

Menurut (Ilham Fadilah Rajab, 2023) Korupsi, berasal dari kata Latin corruptus yang 
berarti rusak atau busuk, merujuk pada tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan 
untuk keuntungan pribadi. Istilah ini telah diadopsi ke berbagai bahasa, termasuk Indonesia. 
Tindakan ini melibatkan penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau sumber daya negara untuk 
keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.  

(Fauzi, 2014) menyatakan Korupsi, yang awalnya bermula dari kebiasaan kecil, dapat 
menjadi masalah serius yang merugikan negara. Untuk memberantasnya, kita perlu melakukan 
analisis yang komprehensif terhadap berbagai jenis korupsi yang ada. Untuk memberantas 
korupsi secara efektif, kita perlu memahami akar permasalahan ini dengan mengidentifikasi 
jenis-jenis korupsi yang ada, mengukur tingkat keparahannya, dan menganalisis faktor-faktor 
yang menyebabkannya. 
Penyebab terjadinya korupsi menurut (Kristiono, 2015), yaitu: 

1.  Faktor Ekonomi, Perbedaan pendapatan yang sangat besar antara kelompok kaya dan 
miskin dapat mendorong individu untuk melakukan korupsi demi meningkatkan taraf 
hidupnya. Individu yang hidup dalam kemiskinan ekstrem mungkin terdorong untuk 
melakukan korupsi sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

2. Faktor Politik, Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi 
anggaran dapat menciptakan peluang bagi terjadinya korupsi. Jika Sistem pengawasan 
yang tidak efektif dan lemahnya penegakan hukum dapat mendorong terjadinya korupsi. 
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3. Faktor Budaya, Jika masyarakat memiliki toleransi yang tinggi terhadap tindakan korupsi, 
maka akan sulit untuk memberantasnya. 
Untuk mencegah korupsi secara efektif, kita perlu mengubah pendekatan kita. Tidak 

cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku korupsi. Kita harus lebih proaktif 
dalam mencegah terjadinya korupsi dengan memperbaiki sistem, meningkatkan transparansi, 
dan membangun budaya integritas. 
Regulalsi Hukum di Indonesial 
 Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 1999 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi 
aldallalh sallalh saltu regulalsi penting di Indonesial yalng bertujualn untuk memberalntals korupsi 
dallalm berbalgali bentuknyal. Undalng-undalng ini merupalkaln lalndalsaln hukum untuk menindalk 
pelalku korupsi, memperkualt lembalgal penegalk hukum, daln memberikaln salnksi yalng tegals balgi 
pelalnggalr. Sallalh saltu poin penting dallalm undalng-undalng ini aldallalh definisi tindalk pidalnal 
korupsi yalng mencalkup berbalgali tindalkaln, seperti penyallalhgunalaln wewenalng, penggelalpaln, 
daln sualp (BPK, n.d.). Palsall-palsall dallalm undalng-undalng ini menjelalskaln jenis-jenis tindalk 
pidalnal korupsi daln menetalpkaln salnksi pidalnal yalng beralgalm, mulali dalri penjalral hinggal dendal, 
tergalntung paldal beraltnyal pelalnggalraln. 

Selalin itu, undalng-undalng ini jugal memberikaln kewenalngaln kepaldal Komisi 
Pemberalntalsaln Korupsi (KPK) untuk melalkukaln penyidikaln daln penuntutaln. KPK dihalralpkaln 
menjaldi galrdal terdepaln dallalm pemberalntalsaln korupsi, dengaln mekalnisme yalng lebih 
tralnspalraln daln alkuntalbel. Undalng-undalng ini mencerminkaln komitmen pemerintalh untuk 
menciptalkaln taltal kelolal yalng balik daln bersih dalri pralktik korupsi, demi meningkaltkaln 
kepercalyalaln malsyalralkalt terhaldalp lembalgal publik. 

Secalral keseluruhaln, Undalng-Undalng Nomor 31 Talhun 1999 menjaldi lalndalsaln penting 
dallalm upalyal menciptalkaln kealdilaln daln integritals di Indonesial, sertal sebalgali salralnal untuk 
mendukung pembalngunaln nalsionall yalng berkelalnjutaln. Pemberalntalsaln korupsi dihalralpkaln 
dalpalt menguralngi dalmpalk negaltif dalri pralktik korupsi yalng merugikaln negalral daln malsyalralkalt. 
Sumber Dalyal Publik daln ALkuntalbilitals 

Sumber dalyal publik merupalkaln alset yalng salngalt vitall balgi sualtu negalral, termalsuk di 
dallalmnyal aldallalh alnggalraln negalral, sumber dalyal allalm, daln infralstruktur. Pengelolalaln yalng balik 
terhaldalp sumber dalyal ini salngalt penting untuk mencalpali kesejalhteralaln malsyalralkalt daln 
kemaljualn pembalngunaln. Nalmun, untuk memalstikaln balhwal sumber dalyal publik dikelolal secalral 
efektif daln efisien, alkuntalbilitals menjaldi sallalh saltu prinsip dalsalr yalng halrus diteralpkaln. 
ALkuntalbilitals memalstikaln balhwal setialp tindalkaln yalng dialmbil oleh pejalbalt publik dalpalt 
dipertalnggungjalwalbkaln kepaldal malsyalralkalt, sehinggal mendorong tralnspalralnsi daln integritals 
dallalm penggunalaln sumber dalyal tersebut. 

Pentingnyal alkuntalbilitals dallalm pengelolalaln sumber dalyal publik terletalk paldal 
kemalmpualnnyal untuk mencegalh penyallalhgunalaln wewenalng. Ketikal pejalbalt publik tidalk dalpalt 
dipertalnggungjalwalbkaln, risiko korupsi meningkalt. Korupsi dalpalt muncul dallalm berbalgali 
bentuk, seperti penggelalpaln alnggalraln, sualp, daln penyallalhgunalaln sumber dalyal. Hall ini tidalk 
halnyal merugikaln keualngaln negalral, tetalpi jugal menghalmbalt alkses malsyalralkalt terhaldalp 
lalyalnaln publik yalng berkuallitals. Ketidalkpualsaln malsyalralkalt terhaldalp pelalyalnaln publik 
seringkalli berkalitaln dengaln pralktik korupsi yalng terjaldi dallalm pengelolalaln sumber dalyal. 
Korupsi jugal menciptalkaln ketidalkaldilaln daln kesenjalngaln sosiall, kalrenal sumber dalyal publik 
yalng sehalrusnyal digunalkaln untuk kepentingaln bersalmal justru dikualsali oleh segelintir oralng. 
Ketikal pejalbalt publik lebih mementingkaln kepentingaln pribaldi altalu kelompok tertentu, 
malsyalralkalt luals alkaln mengallalmi dalmpalk negaltif, seperti kuralngnyal falsilitals kesehaltaln, 
pendidikaln, daln infralstruktur yalng memaldali.  

Dengaln demikialn, korupsi tidalk halnyal menggalnggu proses alkuntalbilitals, tetalpi jugal 
memperlebalr kesenjalngaln alntalral yalng kalyal daln yalng miskin, sertal menghalmbalt kemaljualn 
sosiall daln ekonomi. Oleh kalrenal itu, pengualtaln sistem alkuntalbilitals dallalm pengelolalaln sumber 
dalyal publik halrus menjaldi prioritals. Ini bisal dilalkukaln melallui reformalsi kelembalgalaln, 
peneralpaln teknologi informalsi untuk tralnspalralnsi, daln peningkaltaln palrtisipalsi malsyalralkalt 
dallalm pengalwalsaln. Dengaln mengedepalnkaln alkuntalbilitals, dihalralpkaln pengelolalaln sumber 
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dalyal publik dalpalt dilalkukaln secalral lebih bertalnggung jalwalb, sehinggal malsyalralkalt dalpalt 
meralsalkaln malnfalalt yalng optimall dalri sumber dalyal yalng tersedial daln korupsi dalpalt 
diminimallisir. 
 
METODOLOGI PENELITIALN 

Penelitialn ini menggunalkaln pendekaltaln kuallitaltif dengaln fokus paldal alnallisis kalsus 
korupsi di Indonesial, terutalmal terkalit dengaln dalmpalk hukum daln ekonomi dalri tindalkaln 
penyimpalngaln alnggalraln daln proyek publik. dengaln menggunalkaln daltal sekunder yalng 
diperoleh dalri berbalgali sumber terpercalyal, seperti lalporaln lembalgal pemerintalh, alrtikel jurnall, 
berital, sertal penelitialn sebelumnyal yalng relevaln dengaln topik.  

Pengumpulaln daltal sekunder dilalkukaln dengaln calral meneliti dokumen-dokumen resmi 
daln lalporaln terkalit korupsi, seperti lalporaln talhunaln dalri Komisi Pemberalntalsaln Korupsi (KPK), 
halsil aludit dalri Baldaln Pemeriksal Keualngaln (BPK), sertal daltal staltistik mengenali dalmpalk 
ekonomi korupsi yalng dipublikalsikaln oleh lembalgal-lembalgal penelitialn daln alkaldemisi. Selalin 
itu, alrtikel dalri medial malssal jugal digunalkaln untuk memberikaln konteks daln perspektif yalng 
lebih luals mengenali kalsus-kalsus korupsi yalng terjaldi, sertal dalmpalknyal terhaldalp perekonomialn 
daln penegalkaln hukum di Indonesial. 

ALnallisis daltal dilalkukaln dengaln teknik alnallisis konten, dimalnal peneliti mengevallualsi daln 
menginterpretalsikaln informalsi yalng terkumpul untuk menemukaln polal-polal, temal-temal, daln 
hubungaln alntalral tindalkaln korupsi, dalmpalk hukum, sertal konsekuensi ekonomi. 
 
HALSIL DALN PEMBALHALSALN 
Talbel ALnallisis Khusus 

ALnallisis 
Kalsus 

Kronologi Modus Operalndi Dalmpalk Hukum Dalmpalk Ekonomi 

Balnk B Lembalgal 
penegalk 
hukum 
menalhaln 3 
tersalngkal 
terkalit 
dugalaln 
korupsi 
senilali Rp 900 
jutal. 

Penyallalhgunalaln 
wewenalng dallalm 
penyalluraln dalnal 
dengaln memallsukaln 
daltal penerimal daln 
penggelembungaln 
alnggalraln 

- Tersalngkal 
dikenalkaln Palsall 
2 daln 3 UU 
Tipikor 

- ALncalmaln 
hukumaln 
penjalral 
minimall 4 
talhun daln 
dendal minimall 
Rp 200 jutal 

- negalral Rp 900 
jutal 

- Dalnal balntualn 
tidalk tersallurkaln 
kepaldal 
malsyalralkalt yalng 
membutuhkaln 

- Menurunnyal 
efektivitals 
progralm 
pengentalsaln 
kemiskinaln 

Proyek 
C 

Dugalaln 
korupsi 
proyek C 
senilali Rp 1,3 
triliun 

Kenalikaln alnggalraln 
daln penggelalpaln dalnal 
proyek 

- Pelalnggalraln 
UU Tipikor daln 
UU Pengaldalaln 
Balralng/Jalsal 

- Tersalngkal 
dialncalm 
hukumaln 
penjalral 20 
talhun 

- Kerugialn negalral 
Rp 1,3 triliun 

- Terhalmbaltnyal 
pembalngunaln 
infralstruktur 
tralnsportalsi 

- Menurunnyal 
kepercalyalaln 
investor 

Proyek 
PT. AL 

Dugalaln 
korupsi 
dallalm proyek 

Kenalikaln halrgal daln 
sualp kepaldal pejalbalt 
 

- Pelalnggalraln 
UU Tipikor daln 
UU 

- Kerugialn 
finalnsiall 
signifikaln 
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ekspor PT AL  Perdalgalngaln 
Internalsionall 

- Mencoreng 
nalmal balik 
Indonesial di 
dunial 
internalsionall 

- Menurunnyal 
kredibilitals 
BUMN Indonesial 

- Berkuralngnyal 
pelualng ekspor 
ke negalral lalin 

 
Talbel ALnallisis Umum 

 
Polal  

Korupsi 
 

Dalmpalk Sistemik  
Rekomendalsi 
Penalngalnaln 

 
Poin 

Penting Dalmpalk 
Hukum 

Dalmpalk 
ekonomi 

- Ketigal kalsus 
menunjukkaln 
polal 
penyallalhgunalal
n wewenalng 

- Melibaltkaln 
malrkup 
alnggalraln daln 
penggelalpaln 
dalnal 

- Terjaldi di 
berbalgali level 
pemerintalhaln 
daln BUMN 

 
    

- Kelemalhaln 
penegalkaln 
hukum 

- Menurunnyal 
kepercalyalaln 
publik 
terhaldalp 
sistem 
hukum 

- Menciptalkaln 
preseden 
buruk dallalm 
taltal kelolal 
pemerintalhal
n 

 

- Kerugialn 
negalral 
mencalpali 
triliunaln 
rupialh 

- Terhalmbaltnyal 
pembalngunaln 
daln pelalyalnaln 
publik 

- Menurunnyal 
investalsi daln 
kepercalyalaln 
investor 

- Mempengalruh
i pertumbuhaln 
ekonomi 
nalsionall 

 

- Pengualtaln 
sistem 
pengalwalsaln 
internall daln 
eksternall 

- Implementalsi 
teknologi 
dallalm 
pengalwalsaln 
alnggalraln 

- Reformalsi 
birokralsi daln 
sistem 
pengaldalaln 

- Meningkaltkal
n tralnspalralnsi 
daln 
alkuntalbilitals 

- Pengualtaln 
peraln pelalpor 
daln 
malsyalralkalt 
sipil 

- Pentingnyal 
integritals 
dallalm 
pengelolalaln 
keualngaln 
negalral 

- Kebutuhaln 
sistem 
pencegalhaln 
korupsi 
yalng lebih 
efektif 

- Urgensi 
reformalsi 
strukturall 
dallalm 
birokralsi 

- Pentingnyal 
palrtisipalsi 
publik 
dallalm 
pengalwalsal
n 

 
SIMPULALN DALN SALRALN 
Simpulaln 

Penelitialn ini menunjukkaln balhwal kalsus korupsi yalng terjaldi di Indonesial, terutalmal 
dallalm penyimpalngaln alnggalraln daln proyek publik, memiliki dalmpalk yalng signifikaln balik 
secalral hukum malupun ekonomi. Dallalm studi kalsus penelitialn, terungkalp balhwal korupsi yalng 
melibaltkaln tigal tersalngkal Balnk B daln proyek-proyek besalr seperti Proyek C sertal proyek PT AL 
mengalkibaltkaln kerugialn finalnsiall yalng besalr, yalng berpotensi menggalnggu pembalngunaln 
infralstruktur daln pelalyalnaln publik. Selalin itu, penegalkaln hukum yalng dilalkukaln terhaldalp palral 
pelalku menunjukkaln upalyal pemerintalh untuk memberalntals korupsi, meskipun talntalngaln 
dallalm implementalsi hukum daln penegalkaln salnksi malsih perlu diperhaltikaln.  
Salraln 
Salraln yalng dalpalt diberikaln paldal penelitialn ini aldallalh sebalgali berikut : 
1. Peningkaltaln Tralnspalralnsi ALnggalraln 
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Pemerintalh perlu meningkaltkaln tralnspalralnsi dallalm pengelolalaln alnggalraln daln proyek 
publik dengaln memperkenallkaln sistem pelalporaln yalng lebih terbukal daln dalpalt dialkses oleh 
malsyalralkalt. Ini alkaln memungkinkaln pengalwalsaln yalng lebih balik dalri berbalgali pihalk. 

2. Pengualtaln Penegalkaln Hukum 
Diperlukaln upalyal lebih lalnjut untuk memperkualt lembalgal penegalk hukum algalr lebih 
efektif dallalm menalngalni kalsus korupsi. Pelaltihaln daln sumber dalyal yalng memaldali balgi 
alpalralt penegalk hukum perlu ditingkaltkaln untuk memalstikaln merekal memiliki 
keteralmpilaln yalng diperlukaln dallalm menyelesalikaln kalsus- kalsus korupsi. 

3. Palrtisipalsi Malsyalralkalt 
Melibaltkaln malsyalralkalt dallalm pengalwalsaln proyek publik dalpalt menjaldi lalngkalh krusiall. 
Malsyalralkalt dalpalt berperaln sebalgali pengalwals dallalm setialp talhalp proyek untuk memalstikaln 
penggunalaln alnggalraln yalng tepalt daln menguralngi risiko korupsi. 

4. Pendidikaln ALnti-Korupsi 
Meningkaltkaln kesaldalraln daln pendidikaln tentalng balhalyal korupsi di kallalngaln malsyalralkalt, 
terutalmal di kallalngaln generalsi mudal, alkaln membalntu menciptalkaln budalyal alnti-korupsi 
yalng lebih kualt di malsal depaln. 

5. Evallualsi daln ALudit Berkallal 
Melalkukaln evallualsi daln aludit berkallal terhaldalp proyek-proyek publik untuk mendeteksi 
aldalnyal penyimpalngaln altalu ketidalkberesaln sejalk dini. Hall ini jugal dalpalt membalntu dallalm 
mengidentifikalsi potensi kerugialn sebelum menjaldi malsallalh yalng lebih besalr. 

Dengaln meneralpkaln salraln-salraln ini, dihalralpkaln upalyal pemberalntalsaln korupsi di 
Indonesial dalpalt berjallaln lebih efektif, daln dalmpalk negaltif korupsi terhaldalp pembalngunaln 
dalpalt diminimallkaln. 
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